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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN  TUNJANGAN 

HARI RAYA PEKERJA DI KANTOR NOTARIS 

Oleh : 

Dita Noor Sari1, Saprudin2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 104 halaman. 

RINGKASAN 

 

Tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di kantor notaris menjadi isu yang 

semakin penting seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap hak-hak 

normatif pekerja, termasuk dalam lingkungan kerja profesional seperti kantor 

notaris. Dalam praktiknya, masih banyak pekerja yang tidak menerima THR 

sesuai ketentuan yang berlaku, baik karena alasan status kepegawaian, tidak 

adanya perjanjian kerja tertulis, maupun lemahnya pengawasan ketenagakerjaan 

pada sektor jasa profesional. Hal ini menjadi perhatian karena notaris sebagai 

pejabat umum yang menjalankan profesi berdasarkan kepercayaan hukum 

seharusnya juga tunduk pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan 

ketenagakerjaan. Kompleksitas hubungan kerja di kantor notaris menimbulkan 

ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban pemberian THR, khususnya 

bagi pekerja tidak tetap atau pekerja dalam hubungan kerja informal. Oleh karena 

itu, kajian terhadap bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum 

notaris dalam konteks pemberian THR sangat penting untuk memastikan tegaknya 

hukum ketenagakerjaan yang adil dan berkeadaban. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan 

hukum terhadap hak pekerja atas tunjangan hari raya dalam lingkungan kantor 

notaris serta menelaah bentuk tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh notaris 

sebagai pemberi kerja. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah 

secara normatif dan yuridis mengenai bagaimana mekanisme hukum dapat 

menjamin kepastian dan perlindungan terhadap hak THR pekerja, terutama di 

sektor jasa hukum yang kerap berada dalam zona abu-abu dalam hal hubungan 

kerja. Kegunaan penelitian ini tidak hanya bersifat akademik sebagai kontribusi 

dalam pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan dan profesi hukum, tetapi juga 

bersifat praktis dalam memberikan masukan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Majelis Pengawas Notaris 

untuk memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap norma perlindungan 

pekerja. 

 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan 
 

1NIM. 2220216320058 
2Pembimbing Utama. 
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perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang 

mengatur hak atas THR dan tanggung jawab pemberi kerja, khususnya notaris, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan 

konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan teori hukum yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum, keadilan sosial, dan tanggung jawab hukum dalam 

hubungan kerja. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah sejumlah kasus 

pelanggaran pembayaran THR oleh kantor notaris yang telah diselesaikan melalui 

mediasi atau putusan pengadilan hubungan industrial. Pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-

deskriptif dengan pola deduktif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja di 

kantor notaris dalam hal pemberian THR masih lemah karena belum adanya 

regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja di lingkungan profesi hukum 

seperti notaris. Meskipun notaris tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, implementasinya seringkali tidak 

berjalan optimal. Status hubungan kerja yang tidak jelas antara notaris dan 

pekerjanya, terutama untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) atau tidak ada perjanjian tertulis, menjadi penghambat utama dalam 

penegakan hak THR. Di sisi lain, tanggung jawab hukum notaris sebagai pemberi 

kerja mencakup tanggung jawab keperdataan, administratif, dan moral. Notaris 

wajib memberikan THR kepada pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya 

keagamaan. Jika tidak dipenuhi, notaris dapat dikenakan sanksi administratif 

berupa teguran, denda, hingga penghentian sementara pelayanan jasa notaris 

sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan 

lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih tegas dan 

pengawasan yang lebih aktif terhadap notaris sebagai pemberi kerja, termasuk 

revisi terhadap regulasi jabatan notaris agar menyertakan ketentuan eksplisit 

mengenai kewajiban ketenagakerjaan. 
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Oleh: 

Dita Noor Sari3, Saprudin4 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 104 halaman. 

ABSTRAK 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tunjangan Hari Raya, Kantor Notaris 

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembayaran 

Tunjangan Hari Raya bagi Pekerjanya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan mengevaluasi bentuk tanggung jawab hukum notaris sebagai 

pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya 

(THR) bagi pekerja di kantornya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan 

kontribusi teoritis terhadap penguatan perlindungan hukum ketenagakerjaan dalam 

sektor profesi hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didasarkan 

pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. 

 

Hasil analisis terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa pekerja di 

kantor notaris memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai subjek hubungan kerja, 

sejauh memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya. Notaris, meskipun 

berstatus profesi perorangan, tetap dikualifikasikan sebagai pemberi kerja yang 

tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan, termasuk dalam pemenuhan hak-

hak normatif pekerja seperti THR. 

 

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah kedua, tanggung jawab hukum notaris 

terhadap pembayaran THR meliputi kewajiban administratif sesuai Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 serta konsekuensi sanksi hukum 

apabila terjadi pelanggaran. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda, dan 

penghentian pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan 

pengawasan, kepastian hukum, dan sosialisasi regulasi kepada kantor-kantor 

notaris perlu menjadi fokus dalam implementasi perlindungan hak THR 

 

 

 

 
3NIM. 2220216320058 
4Pembimbing Utama. 
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THE LEGAL RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN PAYING RELIGIOUS 

HOLIDAY ALLOWANCE TO THEIR EMPLOYEES 

By: 

Dita Noor Sari5, Saprudin6 

Master of Notarial Law, Lambung Mangkurat University, 104 pages. 

ABSTRACT 

 

Keywords: Legal Protection, Religious Holiday Allowance, Notary Office. 

 

This thesis is entitled “The Legal Responsibility of Notaries in Paying Religious 

Holiday Allowance to Their Employees”. The aim of this research is to analyze and 

evaluate the legal responsibility of notaries as employers in fulfilling their 

obligation to pay the Religious Holiday Allowance (THR) to their employees. The 

study also seeks to contribute theoretically to strengthening labor protection within 

the professional legal sector. This research employs a normative juridical method, 

using statute, conceptual, and case approaches based on primary and secondary 

legal materials. 

 

Findings from the first research question show that employees working in notary 

offices have a legal status as parties to an employment relationship, provided that 

the elements of work, wage, and authority are fulfilled, as regulated in Law Number 

13 of 2003 and its amendments. A notary, despite being an individual legal 

profession, is legally classified as an employer and is thus bound by labor 

regulations, including the obligation to fulfill normative employee rights such as 

THR. 

 

Regarding the second research problem, a notary’s legal responsibility for THR 

payment includes administrative obligations under Minister of Manpower 

Regulation Number 6 of 2016 and legal sanctions in cases of violations. These 

sanctions range from written warnings, monetary fines, to public service 

suspension. This study concludes that improving regulatory supervision, legal 

certainty, and public awareness are key to ensuring the just and substantive 

fulfillment of employees’ THR rights in notary offices. 
 

 

 

 

 

 

 

 
5NIM. 2220216320058 
6Pembimbing Utama. 
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